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 امسلام عليكم ورحمة الله وبركاثو
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negeri dan swasta, pimpinan 

perbankan/BUMN/BUMD, asosiasi profesi, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi 

kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan 

seluruh hadirin hadirat, para undangan yang saya 

muliakan, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon 

maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT seraya 

mengucapkan د ل ه را املمين .الحم . Shalawat dan Salam 

kepada Rasulullah SAW seraya mengucapkan  ّانلهم صل

 .ع  س يد لنا محمد وع  أ ل س يد لنا محمد
 

Para hadirin yang dimuliakan. 

Di atas mimbar mulia ini, Saya memohon ijin untuk 

membacakan pidato dan orasi ilmiah pengukuhan Guru 

Besar (Profesor) dalam keilmuan Metodologi Hukum 

Islam dengan judul Ushul Fiqh: Menginspirasi atau 

Diinspirasi?  

 

A. Pendahuluan  

Ushul fiqh dalam pengertian yang mudah 

dipahami adalah kaidah-kaidah, metode-metode atau 

teori-teori yang digunakan untuk mengkaji, 

menganalisis dan menetapkan status hukum suatu 

persoalan
1
. Pengertian ini merupakan simpulan dari 

beberapa pengertian ushul ushul fiqh yang 

                                                 
1
 Abdul Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: 

Ushul Fiqh Praktis (1) (Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 

2023), 1, http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4486/. 
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dikemukakan dari banyak referensi ushul fiqh baik 

yang berbahasa Arab
2
 atau pun berbahasa Indonesia. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami 

bahwa ushul fiqh adalah ilmu teoretis sekaligus praktis 

atau disebut ilmu teoretis praktis. Disebut demikian 

karena ushul fiqh berperan sebagai metodologi dan 

sekaligus sebagai ilmu terapan yang digunakan untuk 

menganalisis dan menetapkan status hukum suatu 

persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan dan 

fungsi ushul sangat penting bahkan menentukan 

kemajuan hukum Islam.     

Namun sepertinya sedikit masyarakat muslim 

menyadari kedudukan dan peran ushul fiqh ini. 

Akibatnya ushul fiqh pun dipandang seperti ilmu 

pendukung dan bukan sebagai ilmu utama. Misalnya 

dalam kurikulum PTKIN, penempatan ushul fiqh 

terkadang berbeda, ada yang di semester I ada juga di 

semester III dan IV. Begitu juga penamaan ilmu ini 

ada yang menyebutnya ushul fiqh I dan II, ada juga 

tidak menambah embel-embel lain sehingga hanya 

disebut ushul fiqh begitu saja, bahkan ada yang 

menggabungkannya dengan ilmu yang lain seperti fiqh 

dan ushul fiqh.  

Permasalahan lainnya bahwa ushul fiqh 

berbahasa Arab sehingga menjadi problem tersendiri 

bagi penstudi. Kendatipun terdapat terjemahan atau 

buku-buku ushul fiqh yang ditulis dengan bahasa 

                                                 
2
 Seperti ― قىاعد يتىصل بها الى استنباط الأحكام الشرعيت من أدلتها

Lihat  ‘Ali .‖التفصيليت > H }asballa >h, Us}u >l At-Tasyri >‟ Al-Isla >mi> (Kairo: 

Da >r al-Fikr al-‗Arabi >, 1997), 3; ‗Abd al-Wahha >b Khalla >f, „Ilm 

Us}u >l Al-Fiqh (Kuwait: Da >r al-Qalam, 1978), 12. yaitu ― مجمىعت

القىاعد والبحىث التى يتىصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعيت العمليت من أدلتها 

 .‖التفصيليت
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Indonesia, tetapi tetap saja mengandung problem 

seperti kurang jelasnya redaksi bahasa yang digunakan.  

Perlakuan dan permasalahan di atas sepertinya 

berpotensi berkurangnya minat untuk mempelajari 

ushul fiqh. Bahkan ada yang bertanya, ―apa sich ushul 

fiqh?‖, ―ilmu apa‟an dia?‖. Ada juga yang sepertinya 

memandang ushul fiqh adalah ilmu kolot atau ushul 

fiqh hanya untuk orang yang bersarung. Bahkan ada 

yang menyatakan ―ngapain belajar ushul fiqh, mau 

diapain al-Qur‘an dan hadis itu?‖ atau ―apakah Islam 

kurang lengkap, sehingga harus belajar ushul fiqh?‖.   

Itulah beberapa permasalahan terkait ushul 

fiqh. Untungnya belum ditemukan ada orang 

menyatakan ―belajar ushul fiqh adalah bid‗ah karena 

tidak pernah diajarkan Nabi‖. Padahal jika dipelajari 

dengan baik, sepanjang yang saya ketahui ushul fiqh 

adalah ilmu yang sangat penting, bukan ilmu kolot atau 

hanya dipelajari oleh orang yang memakai sarung alias 

kalangan tradisional, tetapi dipelajari juga oleh semua 

orang karena ushul fiqh adalah kebutuhan setiap orang, 

termasuk orang-orang berdasi. Alasannya karena 

hukum Islam lahir dari ushul fiqh dan ushul fiqh lah 

yang memproduksi hukum Islam. Oleh karena itu 

hukum Islam tidak dapat dipelajari dengan baik tanpa 

ushul fiqh.  

Bahkan tidak hanya seperti yang digambarkan 

di atas, di sini saya berasumsi bahwa ushul fiqh 

berkontribusi positif terhadap perkembangan keilmuan 

lainnya. Dalam redaksi lain bahwa ushul fiqh adalah 

salah satu ilmu yang menginspirasi perkembangan 

teori-teori keilmuan lainnya.  Apakah benar ushul fiqh 

menginspirasi?. Jawabannya dapat dilihat dalam 

bahasan berikut ini.  
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B. Ushul Fiqh: Antara Menginspirasi dan 

Diinspirasi   

Pada bahasan ini saya mempertemukan toeri-

teori ushul fiqh dengan keilmuan lainnya untuk melihat 

keterkaitan makna, teknik penggunaanya dan sekilas 

sejarah masing-masing. Dari kajian ini dapat diketahui 

siapa yang menginspirasi dan siapa yang diinspirasi.  

 

1. Konsensus dan al-Ijma>‘ 
Kata konsensus berasal dari bahasa Latin 

―consensus‖. Populer digunakan sejak pertengahan 

abad ke- 17 Masehi
3
. Konsensus adalah kesepakatan, 

permufakatan bersama atau kebulatan suara terkait 

pendapat  dan lainnya
4
.  

Dalam ushul fiqh terdapat satu kaidah, metode 

atau teori yaitu al-Ijma>‗. Al-Ijma>‗ adalah kesepakatan 

umat Nabi Muhammad SAW dalam urusan-urusan 

agama
5
 atau kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi 

Muhammad SAW setelah wafatnya di suatu masa 

tertentu tentang berbagai persoalan
6
. Arti lainnya 

                                                 
3
 Maria. Patrao Neves, ‗Consensus‘, Encyclopedia of 

Global Bioethics, 2015, https://doi.org/10.1007/978-3-319-05544-

2. 
4
 TIM, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, Indonesia: 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 748. 
5
 Abu> H }a >mid Muh}ammad ibn Muh }ammad ibn 

Muh }ammad Al-Ghaza >li >, Al-Mustas}fa > Fi> „Ilm Al-Us}u >l (Beirut, 

Lebanon: Da >r al-Kutub al-‗Ilmi >yah, 2000), 137. 
6
 Muh}ammad ibn ‗Ali > ibn Muh }ammad Asy-Syauka >ni>, 

Irsya >d Al-Fuh}u >l Ila> Tah }qi>q Al-H }aqq Min „Ilm Al-Us}u>l (Beirut, 

Lebanon: Da >r al-Kutub al-‗Ilmiyah, n.d.), 109. 
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bahwa al-ijma>„ adalah kesepakatan para ulama di suatu 

masa tentang persoalan agama
7
.
 
 

Jelasnya al-ijma >„ adalah kaidah, metode atau 

teori yang digunakan untuk mencapai suatu 

kesepakatan dalam bidang hukum Islam. Orang-orang 

yang terlibat di dalam proses ini adalah para mujtahid 

atau ulama di dunia Islam baik secara keseluruhan atau 

sebagian. Pencapaian kesepakatan ini baru diadakan 

setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu 

masa tertentu dan yang disepakati berkaitan dengan 

suatu persoalan agama, salah satunya terkait dengan 

hukum Islam. Al-ijma>„ akan terjadi apabila 

terkumpulnya para mujtahid di suatu waktu dan 

mereka secara keseluruhan menyepakati hukum suatu 

persoalan setelah masing-masing mengemukakan 

pendapatnya atau memperlihatkan sikapnya secara 

jelas. Model seperti ini disebut al-ijma>„ as }-s }ari >h}. 
Kendatipun tidak semua menyepakati tetap disebut 

ijma>‗ yang disebut al-ijma>‗ as-suku>ti >. Kedudukannya 

di bawah al-ijma>„ as }-s }ari >h.  

Jika konsensus dan al-ijma >„ ini disandingkan 

sepertinya keduanya memiliki persamaan makna. 

Terlepas dari sengaja atau tidak, terjadinya kesamaan 

ini sepertinya ada yang memberi inspirasi sehingga ada 

yang menyerap di antara keduanya. Mana yang lebih 

dahulu?, sepertinya al-ijma>„ yang lebih dahulu karena 

Islam lahir tahun 622 Masehi, sementara kata 

konsensus digunakan  baru pada abad 17 M.  

Di samping itu al-ijma>„ dapat berdiri secara 

mandiri walaupun tanpa ada kata konsensus dalam 

                                                 
7
 ‘Ima >d ‘Ali > Jum‘ah, Us}u >l Al-Fiqh Al-Muyassar 

(Yordania: Da >r an-Nafa >‘is, 2008), 60. 
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menetapkan hukum. Kendatipun demikian, al-ijma >„ 
lebih memasyarakat jika dimaknai sebagai konsensus 

karena kata konsensus sepertinya lebih populer 

digunakan masyarakat. 

 

2. Analogi dan al-Qiya>s 

Kata analogi dari kata ―ana‖ dan ―logos‖ yang 

berasal dari Yunani. Dalam bahasa Latin analogi 

disebut ―analogia‖ yang digunakan sejak tahun 1220 

M. Analogi itu sendiri adalah metode untuk 

menyelesaikan keraguan tentang bentuk sebuah kata 

dengan cara mengaitkannya dengan kasus yang serupa 

dan lebih pasti
8
 atau disebut juga mencari kemiripan 

suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain
9
.  

Oleh karena itu analogi diartikan persamaan 

atau persesuaian antara dua benda atau hal yang 

berlainan, serupa, sama; sifat memilih persamaan 

dalam bentuk, susunan, atau fungsi tetapi berlainan 

asal-usulnya sehingga adanya organ analogi yang tidak 

menunjukkan hubungan kekerabatan antara jenis-jenis 

makhluk hidup yang memilikinya
10

.  

Dalam ushul fiqh terdapat satu kaidah, metode 

atau teori yaitu al-qiya>s. Al-qiya>s secara etimologi 

adalah ―ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, 

membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan 

                                                 
8
 

https://plato.stanford.edu/archIves/win2018/entries/analogy-

medieval/ 
9
 Douglas Walton, ‗Story Similarity in Arguments from 

Analogy‘, Informal Logic 32, no. 2 (2012): 190, 

https://doi.org/10.22329/il.v32i2.3159. 
10

 TIM, Kamus Bahasa Indonesia, 61. 



11 

 

yang lain‖
11

. Al-qiya>s secara terminologi adalah 

―memberlakukan hukum as }al kepada hukum furu>„ 
disebabkan adanya kesamaan „illah yang tidak dapat 

dicapai melalui hanya dengan pendekatan bahasa‖
12

. 

Pengertian lainnya ―menyamakan „illah yang ada pada 

furu„ dengan „illah yang ada pada as }l yang 

diistinba>t }kan dari hukum as }l‖13 
atau ―menyatukan 

sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas 

dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas 

disebabkan kesatuan „illah hukum antara keduanya‖
14

. 

Kesimpulannya al-qiya>s adalah menyamakan 

status hukum suatu persoalan yang tidak diatur dalam 

al-Qur‘an dan Hadis kepada status hukum suatu 

persoalan yang sudah diatur oleh al-Qur‘an dan Hadis 

disebabkan adanya persamaan „illah. Bahasa lainnya 

al-qiya>s adalah suatu persoalan yang tidak diatur 

dalam nas, disamakan hukumnya dengan suatu 

persoalan yang sudah diatur oleh nas karena adanya 

persamaan „illah. 

Rukun al-qiya>s ada empat yaitu al-as }l, al-furu>„, 
al-„illah dan h}ukm al-as }l15

. Al-as }l adalah suatu 

persoalan yang sudah diatur dalam nas. Al-furu>„ adalah 

suatu persoalan yang tidak diatur dalam nas. Al-„illah 

                                                 
11

 Saif ad-Di>n Abi > al-H }asan ‗Ali > ibn Abi > ‗Ali> ibn 

Muh }ammad Al-Amidi, Al-Ih }ka>m Fi > Us}u >l Al-Ah }ka >m, vol. 2 

(Beirut, Lebanon: Da >r al-Fikr, 1996), 124. 
12

 ‗Ubaidulla >h ibn Mas‗u >d al-Bukha >ri> S}adr Asy-Syari >‗ah, 

At-Tanqi>h } Fi> Al-Us}u >l Al-Fiqh, vol. II (Mekkah, Saudi Arabia: 

Maktabah al-Ba >z, n.d.), 52. 
13

 Al-Amidi, Al-Ih }ka >m Fi > Us}u >l Al-Ah}ka >m, 2:130. 
14

 Wahbah Az-Zuh}aili>, Us}u >l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, vol. 1 

(Damaskus, Suriyah: Da >r al-Fikr, 2001), 603. 
15

 Al-Amidi, Al-Ih }ka >m Fi > Us}u >l Al-Ah}ka >m, 2:130. 
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adalah suatu sifat atau motif yang menjadi tanda 

adanya hukum dan h}ukm al-as }l adalah status hukum 

yang terdapat pada al-as }l 16
.  

Contoh penggunaan al-qiya>s misalnya 

minuman keras, narkoba, narkotika atau oplosan 

lainnya adalah haram karena diqiya>skan dengan 

haramnya khamar. Khamar yang termuat dalam al-

Qur‘an, 5: 90-91 berkedudukan sebagai al-as }l, 
sementara minuman keras dan lainnya itu adalah 

persoalan baru disebut al-furu>„. Adapun adanya zat 

yang memabukkan disebut al-„illah karena zat tersebut 

merupakan sifat atau motif timbulnya status hukum 

haram terhadap khamar dan minuman keras. Hukum 

haramnya khamar dan minuman keras itu menjadi 

bahasan h}ukm al-as }l. 
Jika makna analogi dan al-qiya>s dipertemukan 

tampaknya memiliki kesamaan makna. Siapa yang 

menginspirasi dan siapa yang diinspirasi?. Jawabannya 

al-qiya >s yang memberikan inspirasi karena ―analogia‖ 

populer tahun 1220 M, sementara peradaban Islam 

dimulai tahun 622 M. Oleh karena itu maka al-qiya>s 

yang memberikan inspirasi.  

Al-qiya>s secara substansi dipraktikkan 

Rasulullah secara langsung. Ketika itu Rasulullah 

menjawab pertanyaan Umar yang mencium istrinya di 

siang hari bulan Ramadhan. Rasulullah menjawab 

dengan menyatakan puasa Umar tidak batal karena 

mencium istri di siang hari bulan Ramadhan 

disamakan hukumnya dengan orang yang berkumur-

                                                 
16

 Ta>j ad-di>n ‘Abd al-Wahha >b ibn ‘Ali > As-Subki >, Jam‟u 

Al-Jawa >mi‟ Fi > Us}u >l Al-Fiqh (Beirut, Lebanon: Da >r al-Kutub al-

‗Ilmi >yah, 2003), 84. 
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kumur sewaktu berpuasa
17

. Rasulullah tampaknya 

menggunakan al-qiya>s walaupun pada waktu itu teori 

ini masih belum dinamakan al-qiya>s. Kendatipun 

demikian secara meyakinkan tetap saja al-qiya>s lebih 

dahulu daripada analogi.  

Terlepas mana yang lebih dahulu, yang jelas 

baik analogi atau al-qiya>s sama-sama bermakna 

sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu tanpa 

menyertakan kata analogi pun sebenarnya al-qiya>s 

dapat menetapkan status hukum suatu persoalan. 

Asalkan persoalan tersebut relevan dengan al-qiya>s. 

Artinya al-qiya >s dapat berdiri sendiri, tanpa bersinergi 

dengan teori yang lain pun termasuk dengan kata 

analogi, al-qiya>s dapat menetapkan status hukum suatu 

persoalan. Namun demikian al-qiya >s sebenarnya perlu 

juga membuka diri jika suatu ketika disebut sebagai 

analogi karena keduanya sama-sama memiliki maksud 

dan arti yang sama. Di samping bertambahnya 

kekuatan jika bersinergi, juga berpotensi melakukan 

perluasan al-qiya>s sehingga ia pun dapat mencakup 

beragam persoalan hukum.  

 

3. Asas Manfaat dengan al-Istih}sa>n, al-Mas }lah}ah 

dan Maqa>s }id asy-Syari >‘ah 

Kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu ―الأساس 

- al-asa >s‖ yang berarti pangkal, dasar, asal
18

, fondasi 

                                                 
17

 Abu> Da >ud Sulaima >n ibn al-Asy‘as \ As-Sajta >ni>, Sunan 

Abi > Da >ud (Beirut, Lebanon: Da >r al-Fikr, 2005), 445. 
18

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir 

Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya, Indonesia: Pustaka 

Progressif, 1997), 24. 
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yang dibangun atau didirikan sesuatu di atasnya
19

. 

Kata manfaat juga berasal dari bahasa Arab yaitu 

 al-manfa„ah‖ yang bermakna setiap yang - المنفعت―

mendatangkan manfaat. Timbangan kata al-manfa„ah 

adalah ― ع نفعانفنفع ي ‖ yang berarti memberikan faedah 

dan menyampaikannya kepada kebaikan
20

. Dalam 

bahasa Indonesia kata manfaat adalah ―guna, faedah, 

laba, untung dan lawan mudarat dan rugi‖
21

. Berarti 

untung melahirkan kemaslahatan sementara rugi 

menimbulkan kemudaratan.  

Jika asas manfaat ini dihubungkan dengan 

kaidah, metode atau teori ushul fiqh maka ditemukan 

beberapa teori yang relevan dengan asas manfaat 

tersebut. Teori-teori yang dimaksud seperti al-istih }sa >n, 

al-mas }lah}ah dan maqa >s }id asy-syari >„ah.   

 

a. Al-Istih}sa>n 

Al-istih }sa>n secara etimologi adalah ―mencari 

yang paling baik untuk diikuti (diterapkan) karena 

pada dasarnya diperintahkan untuk mencari yang 

paling baik itu‖.
22

 Arti berikutnya yaitu ―meninggalkan 

keharusan melakukan al-qiya>s untuk melakukan al-

qiya>s lain yang lebih kuat dari al-qiya>s sebelumnya‖
23

. 

                                                 
19

 Syauqi > D }aif, Al-Mu‟jam Al-Wasi >t} (Kairo, Mesir: 

Maktabah al-Syuru>q ad-Dauliyah, 2004), 17. 
20

 D }aif, 942. 
21

 TIM, Kamus Bahasa Indonesia, 912. 
22

 Abu > Bakr Muh}ammad ibn Ah }mad ibn Abi > Sahal As-

Sarakhsi >, Us}u >l As-Sarakhsi >, vol. 2 (Beirut, Lebanon: Da >r al-Kutub 

al-‗Ilmi >yah, 1993), 200. 
23

 H }usain Muh}ammad Malla >h }, Al-Fatwa >: Nasy‟atuha > Wa 

Tat}awwuruha >– Us}u >luha > Wa Tat }bi>qa>tuha, vol. 2 (Beirut, Lebanon: 

Maktabah al-‘As}riyah, 2001), 469. 
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Dalam mazhab Hanafi al-qiya>s yang ditinggalkan itu 

adalah al-qiya>s al-jali (nyata) sementara al-qiya>s lain 

tersebut adalah al-qiya>s al-khafi > (samar-samar) yakni 

al-istih}sa>n. Ditinggalkannya al-qiya >s al-jali > ini karena 

pengaruhnya terhadap hukum sangat lemah bahkan 

membawa kepada kemudaratan, sementara ada al-

qiyas lain yakni al-qiya>s al-khafi > (al-istih}sa>n) memiliki 

pengaruh kuat terhadap hukum yang dapat membawa 

kepada kebaikan.  

Dalam mazhab Maliki al-istih}sa>n adalah 

mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat
24

 atau 

memberlakukan kemaslahatan juz‟i > (spesifik) ketika 

berhadapan dengan ketentuan umum. Berdasarkan 

pengertian ini mazhab Maliki juga meninggalkan al-

qiya>s karena bertentangan dengan al-„urf yang telah 

dikenal luas masyarakat Madinah waktu itu. Mazhab 

Maliki juga meninggalkan al-qiya >s karena adanya 

kemaslahatan yang lebih kuat atau juga karena dapat 

membawa kepada kesulitan dan kesusahan
25

. Dalam 

mazhab Hanbali al-istih}sa>n diartikan meninggalkan 

suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain 

yang lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya
26

.
 

Meninggalkan atau berpalingnya dari satu hukum 

kepada hukum yang lebih kuat tentunya adalah untuk 

memelihara atau mendatangkan kemaslahatan dan 

                                                 
24

 Wahbah Az-Zuh }aili>, Us}u >l Al-Fiqh Al-Isla>mi>, vol. II 

(Damaskus: Da >r al-Fikr, 2001), 738. 
25

 Malla >h }, Al-Fatwa >: Nasy‟atuha > Wa Tat }awwuruha >– 

Us}u >luha > Wa Tat }bi>qa >tuha, 2:472. 
26

 ‗Abdulla >h ibn Ah}mad ibn Quda >mah, Raud }ah An-Na>z}ir 

Wa Jannah Al-Mana>z}ir Fi > Us}u >l Al-Fiqh „ala > Maz\hab Al-Ima >m 

Ah }mad Ibn H }anbal, vol. 1 (Beirut, Lebanon: Mu‘assasah al-

Rayya >n, 1998), 473. 
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menolak kemudaratan kepada seluruh masyarakat 

muslim
27

.  

Dapat disimpulkan bahwa al-istih}sa>n memiliki 

dua makna, pertama lebih mendahulukan al-qiya>s al-

khafi > (samar-samar) daripada melaksanakan al-qiyas 

al-jali > (nyata) karena adanya dalil yang mendukung 

untuk melakukan al-qiyas al-khafi >. Kedua, 

Memberlakukan hukum juz‟i (spesifik) daripada 

melaksanakan hukum kulli (ketentuan umum) 

disebabkan adanya dalil khusus yang mendukung 

pelaksanaan hukum hukum juz‟i tersebut. Kedua 

makna ini kemudian dapat disatukan menjadi 

―menguatkan (tarji >h }) suatu dalil atas dalil lain yang 

berlawanan‖. Hal yang terpenting dalam al-istih }sa>n 

adalah tercapainya substansi, spirit atau pesan terdalam 

dari suatu ketentuan (ru>h} al-h}ukm)
28

. 

Imam Syafi‗i sendiri tidak menyebutkan al-

istih}sa>n sebagai salah satu teori, dalil atau metode di 

dalam mazhabnya, bahkan ada yang menyatakan 

bahwa Imam Syafi‗i memiliki pernyataan populer 

―man istih}sana faqad syara„a‖ yaitu siapa yang ber-

istih}sa>n maka ia telah membuat agama. Hal yang harus 

dipahami bahwa dengan pernyataan ini bukan berarti 

Imam Syafi‗i menolak al-istih}sa>n secara mutlak. Ia 

hanya memperketat penggunaan al-istih}sa>n agar tidak 

digunakan untuk kepentingan individu, kesenangan 

dan hawa nafsu serta menetapkan hukum tidak 

                                                 
27

 Az-Zuh}aili>, Us}u >l Al-Fiqh Al-Isla >mi>, 2001, II:740. 
28

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah 

Hukum Islam Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang 

Praktis (Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 

2007), 161, 166. 
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berdasarkan dalil yang kuat dan penelitian serius
29

. 

Beberapa dari kalangan ulama menilai Imam Syafi‗i 

sebenarnya menggunakan al-istih}sa>n. Hal ini dapat 

dilihat bahwa beberapa kali Imam Syafi‗i 

menggunakan kata al-istih}sa>n secara langsung dalam 

menjawab persoalan hukum Islam
30

 atau menggunakan 

kata lain yaitu ―astah}ibbu z \a>lik‖
 
yang menurut as-

Sarakhsi tidak ada bedanya dengan ―astah}sinu‖
31

.  

 

b. Al-Mas }lah}ah 

Teori berikutnya adalah al-mas }lah}ah yaitu 

―kebaikan‖ atau ―kebalikan dari kerusakan‖
32

, atau 

juga ―sesuatu yang bermanfaat‖
33

. Di samping disebut 

sebagai sesuatu yang bermanfaat atau mengandung 

manfaat, al-mas }lah}ah disebut juga sebagai sesuatu 

yang menolak kemudaratan dan dengan penolakan ini 

manfaat atau kemaslahatan pun dapat dicapai
34

. Dapat 

dipahami bahwa al-mas }lah}ah adalah langkah-langkah 

yang dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan 

                                                 
29

 Helim, Metodologi Penetapan Hukum Islam: Ushul 

Fiqh Praktis (1), 94. 
30

 Al-Banna >ni>, Ha >syiyah Al-„Alla >mah Al-Banna>ni> „ala 
Syarh } Al-Jala>l Syams Ad-Di>n Muh }ammad Ibn Ah }mad Al-Mah }alli> 
„ala> Matn Jam„ Al-Jawa>mi„ (Semarang, Indonesia: Toha Putra, 

n.d.), 345. 
31

 As-Sarakhsi >, Us}u >l As-Sarakhsi >, 2:201. 
32

 Ibn Manz }u>r, Lisa >n Al-‟Arab (Kairo: Dar al-Ma‘arif, 

n.d.), 2479. 
33

 Muh}ammad Sa‗i >d Ramad }a >n Al-Bu>t}i>, D }awa >bit} Al-

Mas}lah }ah Fi > Asy-Syari >„ah Al-Isla >mi>yah (Beirut, Lebanon: 

Mu‘assasah ar-Risa >lah, 2001), 27. 
34

 Fakhr ad-Di>n Muh}ammad ibn ‗Umar ibn al-H }usain Ar-

Ra >zi>, Al-Mah }s}u >l Fi > „Ilm Al-Us}u >l Al-Fiqh, vol. V (Mu‘assasah ar-

Risa >lah, n.d.), 157–58. 
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atau untuk menghindari bahkan menghilangkan 

kemudaratan.  

Pencapaian kemaslahatan dan penghindaran 

kemudaratan dikerucutkan oleh para ulama dalam 

rangka memelihara maksud-maksud syarak. 

Pemeliharaan maksud-maksud syarak tersebut 

bentuknya berupa pemeliharaan agama, akal, jiwa, 

keturunan dan harta. Setiap kegiatan yang terkandung 

di dalamnya untuk memelihara kelima hal itu maka 

itulah disebut al-mas }lah}ah tetapi jika sebaliknya, ia 

termasuk al-mafsadah
35

. Para ulama ushul fiqh juga 

membagi al-mas }lah}ah ke dalam beberapa bagian yang 

dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi 

keberadaannya sebagai teori, dalil atau metode, al-

mas }lah}ah terbagi kepada al-mas }lah }ah al-mu„tabarah 

(kemaslahatan yang didukung syarak), al-mas }lah}ah al-

mulghah (kemaslahatan yang bertentangan dengan 

syarak) dan al-mas }lah}ah al-mursalah (kemaslahatan 

yang didukung atau ditolak secara implisit oleh 

syarak)
36

. 

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan 

kemaslahatan, para ulama ushul fiqh membagi al-

mas }lah}ah ke dalam tiga bagian yaitu al-mas }lah}ah ad-

d}aru>riyah (kebutuhan primer yang jika tidak terpenuhi 

dapat mengakibatkan cacat atau hilangnya nyawa 

seseorang), al-mas }lah}ah al-ha>jiyah (kebutuhan 

sekunder yang jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan 

kesulitan) dan al-mas }lah}ah at-tah}si >niyah (kebutuhan 

                                                 
35

 Abu> H }a >mid Muh}ammad ibn Muh }ammad ibn 

Muh }ammad Al-Gaza >li>, Al-Mustas}fa > Fi> „Ilm Al-Us}u >l (Beirut, 

Lebanon: Da >r al-Kutub al-‗Ilmi >yah, 2000), 174. 
36

 Al-Gaza >li >, 173–74. 
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tersier sebagai kebutuhan penyempurna yang jika tidak 

terpenuhi hanya berakibat tidak lengkap saja 

kebutuhan tersebut). Ketiga macam kemaslahatan yang 

dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya ini 

sebenarnya juga merupakan bahasan dari kajian 

maqa >s }id asy-syari >„ah.  

Dalam mengkaji suatu persoalan hukum 

berdasarkan al-mas }lah}ah, para ulama usul fiqh 

menentukan beberapa syarat yaitu kemaslahatan suatu 

persoalan termasuk primer (d}aru>riyah), 

kemaslahatannya dapat dipastikan ada (qat }„i >) bukan 

khayalan atau prediksi, kemaslahatannya dapat 

diterima akal sehat (ma„qu>l), kemaslahatannya 

universal atau menyeluruh (kuli >) ke setiap lapisan 

masyarakat dan tidak bertentangan (mesti sejalan) 

dengan hukum yang telah ditetapkan nas dan al-ijma >„37
  

 

c. Maqa >s }id asy-Syari >‘ah 

Teori yang ketiga adalah maqa >s }id  asy-syari >„ah 

yang memiliki makna tujuan, target atau hasil akhir 

dari ditetapkannya sebuah hukum. Hasil akhir yang 

dimaksud tentu adalah berupa kemaslahatan hakiki 

untuk kehidupan manusia
38

. Pengertian lainnya 

maqa>s }id  asy-syari >„ah adalah tujuan akhir dan rahasia 

bahkan nilai atau norma serta makna-makna 

ditetapkannya sebuah hukum
39

.  

                                                 
37

 Khalla >f, „Ilm Us }u >l Al-Fiqh, 85; Malla>h}, Al-Fatwa >: 
Nasy‟atuha > Wa Tat }awwuruha >– Us}u >luha> Wa Tat }bi>qa >tuha, 2:494.  

38
 Ar-Raisu>ni>, Al-Fikr Al-Maqa>s}idi> Qawa >‟iduhu Wa 

Fawa >‟iduhu, 13. 
39

 ‘Umar bin S }a >lih} bin ‘Umar, ‗Maqa >s}id Asy-Syari >‘ah 

‘inda Al-Ima >m Al-‘Izz Ibn ‘Abd as-Sala >m‘ (Yordania: Da >r an-

Nafa >‘is, 2003), 88. 
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Penulis sendiri lebih cenderung mengartikan 

maqa>s }id  asy-syari >„ah adalah memahami alasan dan 

tujuan ditetapkannya hukum. Sederhana, mudah 

diingat dan memiliki argumentasi tersendiri yang akan 

dijelaskan pada kesempatan lain.  

Maqa>s }id  asy-syari >„ah dapat dilihat dari 

beberapa segi
40

. Jika dilihat dari tujuan atau kehendak, 

maqa>s }id  asy-syari >„ah terbagi kepada dua macam yaitu 

maqa>s }id asy-sya>ri„ dan maqa>s }id al-mukallaf
41

. Dilihat 

dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum 

maqa>s }id  asy-syari >„ah terbagi kepada tiga yaitu 

kebutuhan ad-d}aru>riyah, kebutuhan al-h}a>jiyah dan 

kebutuhan at-tah}si >niyah sebagaimana yang disinggung 

sebelumnya
42

. Ada lima hal wajib yang termasuk 

dalam kebutuhan ad-d}aru>riyah dan mesti dipelihara 

semaksimalmungkin. Jika salah satu darinya ada yang 

terabaikan maka dapat berakibat pada cacat atau 

hilangnya nyawa seseorang. Kelima hal yang harus 

dijaga itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta
43

. Selanjutnya dilihat dari 

cakupannya, maqa>s }id  asy-syari >„ah terbagi kepada tiga 

yaitu maqa>s }id al-„a>mmah, maqa>s }id al-kha>shshah dan 

maqa>s }id al-juz‟iyah
44

 Dilihat dari kekuatannya 

maqashid  asy-syari >„ah terbagi kepada tiga yaitu al-

                                                 
40

 Lebih rincinya dapat dilihat dalam Helim, Maqa >s}id Al-

Shari >‟ah versus Us }u >l Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam 

Metodologi Hukum Islam). 
41

 Abu> Ish}a >q Ibra >hi>m ibn Mu>sa > al-Gharna >t}i > Asy-Sya >t}ibi>, 

Al-Muwa >faqa>t Fi > Us}u >l Asy-Syari >‟ah (Beirut, Lebanon: Da >r al-

Kutub al-‗Ilmi >yah, 2004), 219. 
42

 Asy-Sya >t}ibi>, 221. 
43

 Asy-Sya >t}ibi>, 221–22. 
44

 Al-Kha >dimi >, Al-Ijtiha >d Al-Maqa>s}idi>, 54. 
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maqa>s }id al-qat }„iyah, al-maqa>s }id az }-z }anniyah dan al- 

maqa>s }id al-wahmiyah
45

.  

Jika ketiga teori ini dipertemukan dengan asas 

manfaat maka sepertinya teori-teori ini memiliki 

makna yang sama dengan asas manfaat. Semuanya 

berbicara tentang kemaslahatan dan dalam kajian ushul 

fiqh kemaslahatan ini termasuk salah satu teori, dalil, 

kaidah atau metode untuk menentukan adanya hukum. 

Tolak ukur yang disebut memiliki nilai kemaslahatan 

sehingga sesuatu itu boleh dalam pandangan beberapa 

teori ini adalah adanya kemaslahatan itu sendiri. 

Begitu juga sebaliknya tolak ukur untuk menentukan 

tidak bolehnya sesuatu itu dipastikan dilihat adanya 

kemudaratan.  

Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan 

dan kemudaratan maka yang didahulukan adalah 

kemudaratan. Jika pertentangan tersebut terjadi antar 

kemudaratan maka yang dipilih adalah kemudaratan 

yang memiliki dampak yang lebih kecil. Beginilah 

logika penetapan hukum yang dilihat dari teori-teori 

al-istih}sa>n, al-mas }lah}ah dan maqa >s }id asy-syari >„ah 

yang kajiannya didukung melalui kaidah-kaidah fiqh 

yang populer
46

. Hal yang sama juga dengan asas 

manfaat, ditemukan beberapa kajian yang 

menggunakan asas manfaat sebagai alat untuk 

menganalisis persoalan-persoalan yang beragam. 

                                                 
45

 ‘Abd. al-Maji >d An-Najja >r, ‗Maqa >s}id Asy-Syari >‘ah Bi 

Ab‘a >d Jadi >dah‘ (Beiru: Da >r al-Gharb al-Isla >mi>, 2008), 38, 

https://archive.org/details/mqasid_jadidah/page/n1. 
46

 Lihat beberapa kaidah fiqh yang membahas tentang 

kemaslahatan dan kemudaratan di dalam buku ini.  Abdul Helim, 

Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, Dan Implementasi 

(Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2024). 
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Misalnya di bidang ekonomi Islam
47

, hukum pidana
48

, 

vaksin
49

 dan lainnya.  

Ketika ditanya mana yang lebih awal antara 

asas manfaat dengan teori al-istih}sa>n, al-mas }lah}ah dan 

maqa >s }id asy-syari >„ah hampir dipastikan lebih awal 

tiga teori terakhir. Kata asas dan manfaat itu saja 

berasal dari bahasa Arab sehingga rumit jika teori asas 

manfaat yang lebih awal.  

Mestinya para penstudi atau peneliti cukup 

menggunakan salah satu dari tiga teori yang disebutkan 

dan tanpa menggunakan teori asas manfaat sudah dapat 

mengkaji dan menyelesaikan persoalan hukum. Namun 

sayangnya tidak banyak yang menyadari hal ini dan 

bahkan sangat memungkinkan ada juga yang 

memahami bahwa asas manfaat adalah teori yang lebih 

awal dan murni dipopulerkan ahli secara independen. 

Tentu pemahaman seperti ini perlu diluruskan karena 

ushul fiqh secara umum telah ada bahkan secara 

aplikatif, ushul fiqh sudah ada sejak masa Rasulullah 

SAW. Inilah pentingnya memahami eksistensi ushul 

fiqh dalam lintasan sejarah yang tidak hanya 

berkompetensi menjadi sebuah ilmu tetapi juga dapat 

                                                 
47

 Efrita Norman, ‗Syari‘ah Card (Kartu Kredit Syariah) 

Ditinjau Dari Maqashid Syari‘ah Dan Asas Manfaat‘, Al-Kharaj: 

Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 2, no. 2 (2020), 

https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.113. 
48

 Noercholis Rafid. A, ‗Asas Manfaat Sanksi Pidana 

Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional‘, Al-Syakshiyyah: 

Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 1, no. 2 (2019). 
49

 Riska Agustina et al., ‗Kebijakan Wajib Vaksinansi 

Covid-19 Ditinjau Dari Asas Manfaat, Kepentingan Umum Dan 

Hak Asasi Manusia‘, Indonesia Law Reform Journal 1, no. 3 

(2021), https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18244. 
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diandalkan untuk menganalisis persoalan hukum 

Islam.  

 

4. Sosial, Budaya, Perubahan Hukum dan al-‘Urf 
Kata sosial diambil dari bahasa Latin ―socius‖, 

artinya teman atau masyarakat. Kata sosial terfokus 

pada interaksi dan struktur dalam masyarakat, seperti 

hubungan antar individu dan kelompok. Contohnya 

interaksi sosial, norma sosial, stratifikasi sosial, dan 

institusi sosial seperti keluarga, sekolah, atau 

pemerintahan. Kata budaya berasal dari bahasa Latin 

yaitu cultura yang berarti mengolah atau merawat. 

Budaya lebih menekankan pada nilai, norma, 

kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan 

yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya 

dalam suatu masyarakat serta praktik yang membentuk 

cara hidup suatu masyarakat
50

. 

Selanjutnya kata perubahan adalah hal atau 

keadaan yang berubah atau mengalami peralihan atau 

pertukaran
51

. Jika dicermati bahwa perubahan sosial 

sering kali dipicu oleh peristiwa yang tidak terduga 

dan tidak dapat dijelaskan oleh dinamika internal 

masyarakat semata. Dari sisi lainnya bahwa interaksi 

dengan masyarakat lain, perubahan lingkungan, dan 

inovasi teknologi adalah beberapa contoh faktor 

eksternal yang dapat memicu transformasi sosial
52

. 

                                                 
50

 Pitirim Sorokin, ‗Social and Cultural Dynamics: A 

Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and 

Social Relationships‘, Routledge, 1985, 

https://doi.org/10.4324/9781315129433. 
51

 TIM, Kamus Bahasa Indonesia, 1577. 
52

 Anthony D. Smith, ‗The Concept of Social Change 

(Routledge Revivals): A Critique of the Functionalist Theory of 
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Jika sosial budaya dan perubahan hukum 

dikaitkan dengan ushul fiqh maka terdapat satu teori 

ushul fiqh yang relevan yaitu al-„urf. Al-„urf adalah 

suatu kebiasaan yang dipandang baik
53

 dan dilakukan 

secara berturut-turut
54

 atau sebagai adat yang mesti 

dipelihara. Al-„urf adalah apa saja yang dikenal 

manusia dan mereka tetap memberlakukannya baik 

berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu peninggalan 

dan ia disebut sebagai adat
55

. Al-„urf terbagi kepada 

beberapa macam. Dilihat dari ruang lingkup 

penggunaannya al-„urf  dibagi kepada „urf al-„a>mm 

(umum dan sudah dikenal) dan „urf al-kha>s } (hanya 

dilakukan di suatu daerah). Dilihat dari segi objeknya 

al-„urf terbagi kepada „urf al-qauli > (perkataan) dan „urf 

al-fi„> (perbuatan)
56

.  

Hal yang paling krusial bahwa di dalam al-„urf 

ada yang disebut „urf as }-s }ah}i >h} dan „urf al-fa>sid. „Urf 

as }-s }ah }i >h} adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang tidak 

bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan 

yang diharamkan dan tidak pula membatalkan yang 

                                                                                          
Social Change‘, Routledge, 1973, 

https://doi.org/10.4324/9780203851678. 
53

 Az-Zuh}aili>, Us}u >l Al-Fiqh Al-Isla >mi>, 2001, II:829. 
54

 S}u>fi> H }asan Abu> T }a >lib, Tat }bi>q Asy-Syari>‟ah Al-
Isla >miyah Fi > Al-Bila >d Al-‟Arabiyah (Kairo, Mesir: Da >r an-Nahd }ah 

al-‘Arabiyah, 2001), 200. 
55

 Khalla >f, „Ilm Us }u >l Al-Fiqh, 89; ‘Abd al-Kari>m Zaida >n, 

Al-Waji >z Fi > Us}u >l Al-Fiqh (Beirut: Mu‘assasah ar-Risa >lah, 1987), 

252. 
56

 Muh}ammad Sulaima >n ‘Abdulla >h Al-Asyqar, Al-Wa >d }ih } 
Fi> Us}u >l Al-Fiqh Lil Mubtadi‟i >n (Yordania: Da >r an-Nafa >‘is, 2004), 

154. 
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diwajibkan
57

. Contoh „urf as }-s }ah}i >h} seperti maarak 

pangantin yaitu membawa secara beramai-ramai 

mempelai laki-laki menuju rumah mempelai 

perempuan yang biasanya diiringi dengan kesenian 

sinoman hadrah atau kesenian kuda gipang. Disebut 

„urf as }-s }ah}i >h} karena tidak ada ketentuan Allah dan 

Nabi yang dilanggarnya dan yang dilakukan pun masih 

tampak sejalan dengan ketentuan Islam sehingga 

kebiasaan ini diterima dalam Islam.  

Adapun „urf al-fa>sid adalah kebiasaan atau 

tradisi yang bertentangan dengan syarak atau 

menghalalkan yang diharamkan bahkan membatalkan 

yang diwajibkan. Contohnya berjudi untuk merayakan 

suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan 

minuman yang diharamkan, atau hal-hal lainnya yang 

tidak sejalan dengan hukum
58

. Termasuk juga dalam 

kategori „urf al-fasid jika kebiasaan itu bertentangan 

dengan undang-undang negara dan sopan santun.   

Adapun berkaitan dengan perubahan, di dalam 

tubuh al-„urf sebenarnya mengandung makna adanya 

perubahan. Hal ini dapat dibuktikan sendiri dari 

kaidah-kaidah fiqh yang dibangun berdasarkan al-„urf. 

Beberapa kaidah terkait al-„urf adalah: 

59 ة  اَملَْمدَوُ مُحَكََّ  (1
 

―Adat kebiasaan itu dapat dijadikan pedoman 

penetapan hukum‖ 
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 Muh}ammad Abu> Zahrah, Us }u >l Al-Fiqh (Kairo: Da>r al-
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 Khalla >f, „Ilm Us }u >l Al-Fiqh, 89. 
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بُ املَْمَلُ بِِمَ (2 تِلْمَملُ امنمَسِ حُجَة  يََِ س ْ
ِ
60ا

 

―Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah 

hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib 

diamalkan‖ 

ُّلغَةَ يرُْجَعُ  (3 كُُُّ مَموَرَدَ بِوِ امشََّْعُ مُطْللَمً وَلَا ضَمبِطَ لَهُ فِيْوِ وَلَا ان

لََ املُْرْفِ 
ِ
61فِيْوِ ا

 

―Setiap aturan yang ditentukan oleh syarak secara 

mutlak dan tidak ada pembatasannya baik dalam 

syarak atau dalam aturan bahasa maka 

ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan 

(‗urf)‖ 

ِ اْلَزْمِنةَِ وَالَْمْ  (4 ُ اْلَحْكامَِ بِتَغَيُُّّ 62كِنةَِ وَاْلَحْوَالِ لَاينُْكَرُ ثغََيُُّّ
 

―tidak dipungkiri perubahan hukum disebabkan 

perubahan zaman dan tempat‖ 

ُ اْمفَتْوَى  (5 ِ اْلَزْمِنةَِ وَالَْمْكِنةَِ وَاْلَحْوَالِ ثغََيُُّّ وَاخْتِلَافهَُم بَِِسْبِ ثغََيُُّّ

63وَامنِّيمَتِ وَاْملَوَائِد لِ 
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―Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya bisa 

disebabkan perubahan zaman, tempat, situasi dan 

kondisi, niat dan adat istiadat‖ 

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa al-

„urf terbuka dengan segala perubahan dan tidak 

menutup diri dengan segala kemungkinan yang 

menyebabkannya mengalami perubahan atau berbeda 

dari yang lainnya. Begitu juga melalui kaidah-kaidah 

di atas al-„urf menunjukkan bahwa ia bukan sebuah 

teori usang yang tidak update dengan zaman. Ia justru 

menunjukkan bahwa ia dapat menyesuaikan dengan 

segala zaman. Oleh karena itu jika suatu hukum dikaji 

melalui al-„urf khususnya terkait dengan sosial budaya 

dan perubahan maka hasil kajian al-„urf diyakini selalu 

relevan dengan zaman, selama ia sejalan dengan teori 

al-„urf.  

Sebenarnya cukup dengan teori al-„urf sudah 

dapat dilakukan untuk mempelajari perilaku dan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat di suatu daerah. 

Alasannya karena di dalam al-„urf ada dimensi-

dimensi sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa teori sosial, budaya 

(adat istiadat) dan perubahan adalah bagian dari al-

„urf. Disebut seperti ini karena di dalam al-„urf 

mengandung unsur-unsur sosial dan budaya. Selain itu 

sebagaimana pada teori-teori sebelumnya bahwa 

peradaban Islam atau ushul fiqh lebih dahulu daripada 

teori-teori sosial dan budaya sehingga posisi al-„urf di 

sini adalah sebagai yang memberikan inspirasi. 

Dengan demikian, tanpa teori yang lain pun al-

„urf dapat mengkaji dan menganalisis persoalan-

persoalan hukum yang relevan. Kalaupun 

menggunakan teori-teori sosial atau antropologi tidak 
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lain sebagai bentuk sinergi keilmuan. Selain itu, kalau 

pun di suatu saat al-„urf diartikan dengan redaksi yang 

mengarah pada sosial atau budaya, bukan berarti al-

„urf mengekor tetapi semata-mata sebagai integrasi 

juga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang al-„urf.  

 

5. Aturan Peralihan, Asas Praduga Tak Bersalah 

dan al-Istis}h }a>b 

Aturan peralihan disebut juga hukum transisi, 

hukum antar waktu atau hukum intertemporal. Disebut 

demikian karena di dalam aturan peralihan ini ada 

peralihan dari hukum lama kepada hukum baru. 

Selama belum ada perubahan terhadap hukum yang 

telah berlaku, maka hukum yang lama tetap 

diberlakukan. Hal ini merupakan kebijakan strategis 

negara ketika terjadinya transisi antar aturan agar tidak 

mengalami kekosongan hukum
64

.   

Bunyi aturan peralihan ini dapat dilihat di 

setiap undang-undang di negara ini. Salah satunya 

pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis pada  

pasal I bahwa ―Segala peraturan perundang-undangan 

yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan 

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
65

 

Di salah satu teori ushul fiqh ada teori al-

istis}h }a>b. Al-istis }h}a>b adalah berpegang dengan dalil aqli > 
dan dalil syar„i > yang disertai dengan ilmu setelah 
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melakukan penelitian tentang tidak adanya dalil yang 

mengubah hukum yang telah ada
66

. Maksudnya apa-

apa yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya, tetap 

berlaku pada masa akan datang sampai ada yang 

mengubahnya
67

. Oleh karena itu al-istis }h}a>b juga 

disebut ―membuat tetap terus menerus apa yang telah 

ditetapkan sampai ada yang merubahnya dan 

meniadakan apa yang memang tidak ada pada masa 

sebelumnya sampai ada yang merubahnya juga‖
68

.  

Dalam salah satu kaidah disebutkan: 

هُ اَلَْصْ  ُ 69لُ بلََمءُ مَمكَانَ عَ  مَمكَانَ حَتّّ يثَبْتَُ مَميغَُيُِّّ
 

―Hukum asal sesuatu yang telah ditetapkan 

sebelumnya tetap berlaku sampai ada ketetapan 

lain yang mengubahnya‖ 

Jika al-istis}h }a>b ini dikaitkan dengan makna 

aturan peralihan maka ditemukan keserupaan makna. 

Kesamaan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, 

mana yang lebih dahulu, apakah aturan peralihan yang 

lebih dahulu atau al-istis }h}a>b atau bahkan hanya 

kebetulan. 

Jawaban  atas pertanyaan ini tidak ditemukan 

secara pasti. Namun jika melihat dari indikasi-indikasi 

yang ada sepertinya aturan peralihan terinspirasi dari 
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 Abu > ‘Abdulla >h Muh}ammad ibn Abi > Bakr ibn Ayyu >b 

al-Ma‘ru> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, I„la >m Al-Muwaqqi„i >n „an 
Rabb Al-„A<lami >n, vol. 3 (Jeddah, Saudi Arabia: Da >r Ibn al-Jauzi >, 

1423), 100. 
69

 Zain ad-di>n ibn Ibra>hi>m ibn Muh }ammad ibn Nujaim, 

Al-Asyba >h Wa an-Naz}a >‟ir ‟ala > Maz\hab Abi > H }ani>fah Al-Nu‟ma>n 

(Beirut, Lebanon: Da >r al-Kutub al-‗Ilmi >yah, 1999), 70. 



30 

 

al-istis}h}a>b. Salah satu bukti yang nyata adalah dilihat 

dari sejarah bahwa peradaban Islam sudah lama hadir 

sebelum masuk ke nusantara Indonesia ini. Jika hal ini 

dapat diterima tampaknya mesti diakui bahwa 

kontribusi teori al-istis }h}a>b sangat besar dalam 

memperkuat dan menjiwai berbagai peraturan di 

Indonesia ini.   

Selain itu fungsi al-istis }h}a>b ini sangat serupa 

juga dengan istilah asas praduga tak bersalah. Setiap 

orang yang berperkara diposisikan tidak bersalah 

sebelum ditemukan bukti. Hal ini karena setiap 

manusia memiliki hak terbebas dari segala tuntutan
70

. 

Model asas praduga tak bersalah ini terdapat dalam 

salah satu kaidah: 

مَةِ  71اَلَْصْلُ برََاءَوُ الِّ
 

―Hukum asal (pada manusia) adalah bebasnya 

seseorang dari tanggung jawab‖ 

Maksudnya setiap orang tidak dapat dikatakan 

bersalah jika tidak ditemukan bukti yang menyatakan 

dirinya bersalah. Ia baru bersalah ketika sudah 

ditemukan bukti yang memperkuat dugaan bahwa 

seseorang itu bersalah.   

Jika seperti di atas makna dari asas praduga tak 

bersalah, maka kembali lagi dinyatakan bahwa al-

istis}h }a>b tidak hanya memberikan inspirasi pada aturan 

peralihan tetapi juga pada asas praduga tak bersalah. 
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Peran dari al-istis }h}a >b ini tampaknya tidak diragukan 

lagi yaitu sebagai penginspirasi. Justru yang lebih 

meyakinkan bahwa al-istis }h}a>b memberikan inspirasi 

hingga munculnya teori-teori lain. Hal ini sejalan 

dengan salah satu kaidah al-istis}h}a>b sendiri yaitu: 

 اَميَْلِ ْ.ُ لَا يزَُالُ بِِمشَمِّ 
72

 

―Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan 

adanya keraguan‖ 

Maksudnya jika sebelumnya masih diragukan 

apakah al-istis }h}a>b yang memberikan inspirasi atau 

tidak, tetapi setelah melihat indikasi-indikasi yang kuat 

itu sepertinya sudah meyakinkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan bahwa al-istis }h}a>b benar 

memberikan inspirasi terhadap aturan peralihan dan 

asas praduga tak bersalah.  

 

6. Yurisprudensi dan Qaul as }-S }ah }abi > 
Yurisprudensi merupakan salah satu sumber 

hukum yang diakui dalam hukum Indonesia
73

. Jika 

dilihat dari urutannya posisi yurisprudensi berada di 

bagian tengah di antara sumber hukum Indonesia. 

Urutan tersebut adalah (1. nilai-nilai konstitusi yang 

tidak tertulis; (2. Undang-undang dasar baik 

pembukaannya maupun pasal-pasalnya; (3. Peraturan 

perundang-undangan tertulis; (4. Yurisprudensi 
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peradilan; (5. Konvensi ketatanegaraan (constitutional 

conventions); (6. Doktrin ilmu hukum yang telah 

menjadi ius commisionis opinio doctorum; (7. Hukum 

internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku 

sebagai hukum kebiasaan internasional
74

. 

Dalam hukum Eropa Kontinental yurisprudensi 

merupakan putusan pengadilan yang menjadi referensi 

dan pedoman bagi hakim selanjutnya atau di bawahnya 

dalam memberikan putusan. Model hukum seperti ini 

diikuti dan diterapkan dalam hukum Indonesia yang 

memahami bahwa yurisprudensi adalah ―putusan 

hakim dalam perkara yang tidak diatur oleh undang-

undang, yang selanjutnya menjadi pedoman bagi 

hakim lain yang menangani perkara yang serupa‖
75

.  

Berarti yurisprudensi ini di samping sebagai 

putusan juga menjadi salah satu sumber hukum di 

Indonesia. Yurisprudensi berupa putusan 

berkedudukan sebagai produk ijtihad para hakim. 

Kemudian putusan (produk) ini dipedomani para 

hakim selanjutnya dan akhirnya menjadi salah satu 

sumber hukum ketika hakim-hakim memutuskan 

perkara yang serupa. 

Di dalam ushul fiqh ada satu teori yang relevan 

dengan yurisprudensi yaitu qaul as }-s }ah}abi > yakni 

perkataan atau pendapat sahabat Rasulullah saw 

tentang suatu persoalan hukum yang sebelumnya tidak 
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dijelaskan Rasulullah. Pendapat sahabat yang 

dimaksudkan di sini adalah pendapat atau fatwa 

perorangan dari sahabat nabi, bukan fatwa yang 

berdasarkan ijma>„ al-s }ah}abi >. Sahabat itu sendiri adalah 

setiap orang yang bertemu Rasulullah saw, beriman 

kepadanya, mengikutinya, hidup bersamanya dalam 

jangka waktu yang panjang serta meninggal dunia 

dalam keadaan Islam, fatwa-fatwa sahabat ini pun 

menjadi rujukan generasi sesudahnya
76

. 

Sebagian ulama memposisikan teori qaul as}-
s }ah}abi > cukup tinggi yaitu di atas teori al-qiya>s karena 

qaul as }-s }ah}abi > setara dengan khabar
77

 al-ah}a>d78
. 

Selama masih ada pendapat sahabat dan relevan maka 

pendapat tersebut yang digunakan
79

. Namun ada juga 

memposisikan qaul as }-s }ah}abi > di bawah al-qiya>s. 

Alasannya karena para sahabat manusia biasa sehingga 

berpotensi melakukan kesalahan. Oleh karena itu tidak 

harus terikat dengan pendapat sahabat
80

.     

Terlepas dari perbedaan penempatan qaul as }-
s }ah}abi >, tetapi yang jelas semua ulama ushul fiqh 

mengetahui bahwa qaul as }-s }ah}abi > bagian atau teori 

ushul fiqh. Selanjutnya pendapat-pendapat sahabat ini 

pun terkumpul yang akhirnya menjadi kumpulan 

pendapat sahabat atau kumpulan fatwa sahabat. 
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Kumpulan fatwa ini kemudian menjadi rujukan 

generasi sesudahnya, termasuk rujukan para ulama 

pembangun mazhab.  

Dengan demikian qaul as}-s }ah}abi > dan 

yurisprudensi adalah sama-sama kumpulan yakni 

kumpulan pendapat sahabat dan kumpulan ketetapan 

atau putusan hakim. Oleh karena itu qaul as}-s }ah}abi > ini 

di samping sebagai teori, kaidah, dalil atau metode 

penetapan hukum juga sebagai sumber hukum. 

Qaul as }-s }ah}abi > dan yurisprudensi (khususnya 

qaul as }-s }ah}abi >) yang berkedudukan sebagai sumber 

rujukan sepertinya menginspirasi Nahdlatul Ulama 

untuk memperkenalkan metode qauli >81
. Metode qauli> 

adalah cara menjawab permasalahan hukum di masa 

sekarang dengan cara mencari pendapat-pendapat 

ulama termasuk sahabat yang terdapat di berbagai 

kitab yang kemudian dijelaskan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan hukum Islam (agama)
82

. Lebih 

ringkasnya menjawab persoalan hukum berdasarkan 

pendapat ulama terdahulu
83

. 

 Qaul as }-s }ah }abi > dan yurisprudensi yang 

berkedudukan sebagai pedoman untuk menetapkan 

atau memutuskan persoalan hukum yang serupa 
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maksudnya diterapkan pada permasalahan atau perkara 

yang berbeda. Permasalahan atau perkara hukum yang 

baru ini berbeda dengan permasalahan atau perkara 

hukum yang terdapat pada qaul as }-s }ah}abi > dan 

yurisprudensi tetapi memiliki keserupaan motif 

sehingga status hukumnya pun disamakan.  

Model seperti ini mirip dengan cara kerja teori 

al-qiya >s, tetapi tidak dapat atau tidak boleh masuk 

menjadi kajian al-qiya>s karena as }l-nya yang berbeda. 

Oleh karena itu untuk menyiasati hal ini atau agar 

pendapat hukum yang dikemukakan tidak terlepas 

pemikiran ulama terdahulu maka Nahdlatul Ulama pun 

mengemukakan teori ilh}a>qi >. Cara kerja teori ilh }a>qi > 
adalah peristiwa hukum yang baru terjadi di 

masyarakat disamakan hukumnya dengan peristiwa 

hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu 

karena adanya keserupaan sebab, motif, sifat atau 

kasus
84

.       

Dari sini dapat dilihat pertemuan ilmu 

pengetahuan khususnya qaul as }-s }ah }abi > dan 

yurisprudensi yang kemudian ditambah dengan metode 

qauli > dan ilh}a>qi > yang menunjukkan bahwa qaul as }-
s }ah}abi > adalah teori yang mapan. Kendatipun harus 

diakui adanya perbedaan pendapat di antara ulama 

tetapi qaul as }-s }ah}abi > sepertinya dapat memberikan 

inspirasi kepada keilmuan lain untuk beradaptasi yang 

kemudian berkembang sesuai dengan konsep keilmuan 

yang melekat padanya. Jelasnya qaul as }-s }ah }abi > 
memiliki kontribusi yang besar pada perkembangan 

hukum Islam dan juga keilmuan lain.    

 

                                                 
84

 Masyhuri, Masalah Keagamaan NU, 367. 



36 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan 

terhadap beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa 

ushul fiqh adalah ilmu yang menginspirasi munculnya 

keilmuan lain. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut 

1. Konsensus (consensus bahasa Latin) dan al-ijma >„ 
memiliki persamaan makna yakni kesepakatan. 

Namun al-ijma >„ (Islam 622 M) lebih dahulu 

digunakan daripada konsensus (abad 17 M) 

sehingga al-ijma >„ yang tampaknya menginspirasi; 

2. Analogi (ana dan logos bahasa Yunani, analogia 

bahasa Latin) dan al-qiya >s sama-sama bermakna 

persamaan atau menyamakan. Namun dari hasil 

kajian yang dilakukan bahwa al-qiya>s yang 

memberikan inspirasi karena analogi populer 

tahun 1220 M, sementara peradaban Islam dimulai 

tahun 622 M;  

3. Asas manfaat dan al-istih }sa>n, al-mas }lah}ah serta 

maqa>s }id asy-syari >„ah sama-sama maknanya 

bermuara pada manfaat atau maslahat yang 

berbuah kemaslahatan. Namun kata asas dan 

manfaat diserap dari bahasa Arab sehingga hampir 

dipastikan al-istih }sa>n, al-mas }lah}ah dan maqa >s }id 

asy-syari >„ah adalah yang menginspirasi; 

4. Sosial (socius bahasa Latin), budaya (cultura 

bahasa Latin), perubahan hukum dan al-„urf 

memiliki makna yang saling berhubungan. Bahkan 

di dalam al-„urf mengandung makna sosial 

(kemasyarakatan), budaya (kebiasaan atau tradisi) 

juga mengandung makna perubahan (dilihat dari 

kaidah-kaidah al-„urf). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sosial, budaya dan perubahan 

hukum merupakan bagian dari teori al-„urf; 
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5. Aturan peralihan memiliki makna yang sama 

dengan al-istis }h }a>b yakni suatu hukum yang telah 

ada –atau tidak ada hukum- tetap berlaku sampai 

adanya hukum lain yang merubahnya. Dilihat dari 

siapa yang lebih dahulu muncul, tampaknya al-

istis}h}a>b yang lebih dahulu, bahkan aturan 

peralihan sulit jika tidak disebut sebagai copy 

paste teori al-istis }h}a>b. Selanjutnya terkait asas 

praduga tak bersalah bahwa seseorang tidak dapat 

disebut bersalah sebelum ditemukannya bukti ia 

bersalah. Makna ini sangat sejalan dengan 

beberapa kaidah dari teori al-istis }h}a>b seperti  ُالَْأصَْل

تِ  مَّ  Jika demikian maka al-istis}h}a>b juga .بَرَاءَةُ الذِّ

menginspirasi asas praduga tak bersalah; 

6. Yurisprudensi dan qaul as }-s }ah }abi > adalah sama-

sama kumpulan yakni kumpulan ketetapan atau 

putusan hakim dan kumpulan pendapat sahabat 

Nabi secara pribadi. Perbedaannya yurisprudensi 

berawal sebagai produk kemudian menjadi sumber 

hukum bagi hakim selanjutnya, sementara qaul as }-
s }ah}abi > berawal sebagai produk dan kemudian 

menjadi referensi ulama (masyarakat) selanjutnya 

juga sebagai teori, kaidah, dalil atau metode 

penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan 

bahwa qaul as }-s }ah}abi > sepertinya lebih operasional 

dan kontributif.  
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Palangka Raya (Periode 

2023- 2027) 
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Perguruan Tinggi : UIN Palangka Raya 

Kalimantan Tengah 

Alamat Kampus :  Jl. G. Obos Komplek Islamic 

Centre Palangka Raya 

Kalimantan Tengah 

Alamat Rumah :  Jl. Meranti Gg. Istiqamah RT. 

02 RW. VI No. 27 Panarung-

Palangka Raya- Kalimantan 

Tengah. 

Email :  (helim1377@gmail.com) 

HP : 0813 4915 0759 

Nama Orang Tua  

 Ayah : Husni 

 Ibu : Tasminah 

Nama Istri : Rina Erlianie, S.Pd.I, M.Pd 

Nama Anak : 1. Wafid Syuja‘ Vennovary 

Benevolent, SH 

   2. Itmam Aqmar Rasikh 

Ramahurmuzi 

 

Pendidikan Formal  

No Nama Sekolah Tempat Tahun 

1. SDN Magantis II Magantis, 

Barito Timur,  

Kalimantan 

Tengah 

1984-

1990 

 Pendidikan 

Diniyah al-

Fithrah 

Tamiang 

Layang 

1986-

1990 

2. MTs Ar-Rahman Barito Timur,  

Kalimantan 

Tengah 

1994 

mailto:helim1377@gmail.com
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 Pernah di 

Pondok 

Pesantren  

Al-Falah  

Banjar Baru, 

Kalimantan 

Selatan 

1990-

1994 

3. SMK Karya 

Dharma 

Barito Timur, 

Kalimantan 

Tengah 

1994-

1997 

4. S1 Syari‗ah (al-

Ahwal al-

Syakhshiyah)  

STAIN 

Palangka 

Raya 

Kalimantan 

Tengah 

1997-

2001 

5. S2 Pemikiran 

Islam/Konsentrasi 

Fiqh/Ushul al-Fiqh 

UMS, Jawa 

Tengah 

2006-

2008 

6. S3 Dirasah 

Islamiyah/Konsentr

asi Fiqh/Ushul al-

Fiqh.  

UIN Sunan 

Ampel 

Surabaya, 

Jawa Timur 

2014-

2017 

 

Pendidikan Non Formal 

No Nama Pendidikan Tahun 

1. Madrasah Kader Nahdlatul 

Ulama  

2017 

2. Madrasah Kader Nahdlatul 

Ulama  

2020 

3. Pelatihan Juru Sembelih Halal 

Qurban 

2022 

4. Pendidikan Menengah 

Kepemimpinan NU  

2024 

5. Pelatihan Dewan Pengawas 2024 
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Syariah Level I & II DSN-MUI 

Institute  

Riwayat Pekerjaan 

 

No Jenis Pekerjaan Tahun 

1. PNS/Dosen STAIN (sejak 2015 

menjadi IAIN dan kini menjadi 

UIN) Palangka Raya mata kuliah 

Ushul Fiqh dan Qawaid al-

Fiqhiyah. 

2003 

sampai 

sekarang 

2. Pernah Mengajar di Univ. Muh. 

Palangka Raya 

2001-2008 

3. Pernah Mengajar di Universitas 

Palangka Raya  

2009 

4. Pernah Mengajar di Sekolah Ilmu 

Hukum Tambun Bungai Palangka 

Raya 

2009 

5. Pernah Mengajar di Politeknik 

Kesehatan Palangka Raya 

2010 

6. Mengajar Mata Kuliah Ke-NU-an 

di ITS NU Palangka Raya  

2023 

sampai 

sekarang 

 

Riwayat Jabatan 

 

No Jabatan Tahun 

1. Staf Akademik dan Kemahasiswaa 

(MIKWA) 

2003-

2005 

2. Staf Perpustakaan 2005-

2006 
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3. Sekretaris Program Studi S2 

Hukum Keluarga (S2 HK) 

Pascasarjana IAIN Palangka Raya 

2017-

2018 

4. Ketua Program Studi S2 Ekonomi 

Syariah (S2 ES) Pascasarjana IAIN 

Palangka Raya  

2018-

2019 

5. Dekan Fakultas Syariah IAIN 

Palangka Raya  

2019-

2023 

6. Direktur Pascasarjana IAIN 

Palangka Raya 

2023-

2027 

 

Karya Tulis  

Buku 

1. Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata di 

Peradilan Agama, Malang: Setara Press, 2015. 

2. Belajar Administrasi melalui Alquran: Eksistensi 

Pencatatan Akad Nikah, Yogyakarta: K-Media, 

2017. 

3. Menelusuri Pemikiran Hukum Ulama Banjar 

Kontemporer: Akad Nikah tidak Tercatat, 

Poligami, Cerai di Luar Pengadilan dan Nikah di 

Masa Idah, Malang: Intelegensia Media, 2018. 

4. Ekonomi Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, 

Yogyakarta: K-Media, 2018. 

5. Maqashid al-Syari„ah versus Ushul al-Fiqh 

(Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum 

Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019. 

6. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa 

Rasulullah sampai masa kontemporer), 

Yogyakarta: K-Media, 2019. 

7. Khutbah 7 Menit, Probolinggo: Eurika Media 

Aksara, 2021. 
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8. Metodologi Penetapan Hukum Islam Ushul Fiqh 

Praktis (1), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023. 

9. Kaidah-Kaidah Fikih: Sejarah, Konsep, dan 

Implementasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.  

Artikel 

Penulisan Tunggal 

 

1. Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan 

dalam Kewarisan Islam menurut Pandangan 

Munawir Sjadzali, Jurnal Studi Agama dan 

Masyarakat STAIN  Palangka Raya, Volume 2, 

Nomor 1, Juni 2005.  

2. Otoritas Mashlahah dalam Membangun Fikih 

Dinamis, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 

STAIN  Palangka Raya Volume 3, Nomor 2, 

Desember 2006. 

3. Memposisikan Kembali Syar‟u man Qablana 

sebagai Istinbāth Hukum Islam, Jurnal Ilmiah 

Keagamaan dan Kemasyarakatan HIMMAH 

STAIN  Palangka Raya Volume VII No. 20, 

September-Desember 2006.  

4. Legislasi Syari‟at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif, 

Jurnal Studi Islam Profetika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Volume 8, Nomor 1, 

Januari 2007 ISSN : 1411-0881, Terakreditasi 

Peringkat A 

5. Fiqh Elektronik : KTP Online Sebuah Tawaran, 

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 

HIMMAH STAIN  P. Raya Volume IX No.26 

Mei-Agustus 2008. 

6. Paradigma Fikih Aspiratif: Demonstrasi dalam 

Nalar Dzari‟ah, Jurnal Kajian Islam STAIN  

Palangka Raya , Volume 1 Nomor 1, April 2009. 
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7. Fikih Good Governance (Electronic Government 

Dalam Nalar Mashlahat), Jurnal Studi Agama dan 

Masyarakat STAIN  Palangka Raya, Volume 6 

Nomor 1, Juni 2009. 

8. Realitas Akad Nikah Ulang dalam Timbangan 

Nalar Ushul Fikih, Jurnal Kajian Islam STAIN  

Palangka Raya , Volume 2 Nomor 1, April 2010. 

9. Bersanding dalam Resepsi Perkawinan: Refleksi 

atas Pandangan dan Perilaku hukum di Kota 

Palangka Raya, Jurnal IJTIHAD STAIN Salatiga, 

Volume 11 Nomor 2, Desember 2011, 

Terakreditasi B. 

10. Membangun Fikih Progresif Mazhab Indonesia 

(Eksistensi Pencatatan Akad Nikah Dalam Hukum 

Perkawinan Islam Indonesia), Conference 

Proceeding, AICIS, 2012. 

11. Membaca kembali „Illah Doktrin Idah dalam 

Perspektif Ushul Fiqh, Jurnal KARSA STAIN 

Pamekasan, Volume 20, Nomor 2, Desember 

2012,Terakreditasi B. 

12. Poligami Perspektif Ulama Banjar, Islamica: 

Jurnal Studi Keislaman UIN Sunan Ampel 

Surabaya, Volume 12 Nomor 1, September 2017, 

Sinta 2. 

13. Pemikiran Fikih Muhammad Asywadie Syukur, 

Jurnal Miqot, UIN Sumatera Utara, Volume 43 

Nomor 1, Januari-Juni 2019, Sinta 2.  

14. Hamka‟s Legal Methodology on Hisab-Ru‟yah in 

His Book Saya Kembali ke Ru‟yah, Juris (Jurnal 

Ilmiah Syariah), Volume 23, Nomor 2, 2024, Sinta 

1 Scopus. 
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Artikel 

Penulisan Kolektif 

 

15. Keikutsertaan Masyarakat Muslim dalam 

Upacara Tiwah Agama Hindu Kaharingan di 

Kota Palangka Raya. Al-Qisthu: Jurnal Kajian 

Ilmu-ilmu Hukum, IAIN Kerinci, Vol. 17 No. 2, 

2019, Sinta 5. 

16. Juridical and Sociological Considerations of 

Judges in Granting Marriage Dispensation after 

Enactment Law No. 16 Of 2019. Jurnal Ilmiah Al-

Syir‘ah, IAIN Manado, Volume 19 Nomor 2, 

2019, Sinta 1 Scopus. 

17. Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan 

Sekarang, Al-Muqayyad, Volume 3, Nomor 2, 

2020, Sinta 4. 

18. Bapalas as Alternative Dispute Resolution of 

Fighting on Muslim Dayak Community in Muara 

Teweh, Central Kalimantan. Samarah: Jurnal 

Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 6 

No. 1, 2022, Sinta 1 Scopus. 

19. Penggunaan Metode Maqasid al-Syari„ah sebagai 

Alat Analisis. Jurnal Studi Agama dan 

Masyarakat, Volume 18 No. 1, 2022, Sinta 3. 

20.  andangan ustadz tentang penyelenggaraan 

wali  matul „urs pada masa covid-19 di kota 

Palangka Raya, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 

Volume 1, Nomor 1, 2022. 

21. Implementasi sertifikasi halal (studi pada umkm 

non-muslim di Kota Palangka Raya), Jurnal Ilmu 

Syariah dan Hukum (JISYAKU), Volume 1, 

Nomor 1, 2022. 
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22. Cumulative Versus Alternative Conditions: A 

Study of Polygyny Permits in Indonesia From the 

Perspective of the Legal Certainty Principle. De 

Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Volume 15 

Nomor 1, 2023, Sinta 1 Scopus. 

23. Examining the ethical considerations of placing 

elderly parents in nursing homes: a Perspective on 

maqasid Sharia and social welfare. Ulul Albab: 

Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Volume 

6, Nomor 2, 2023, Sinta 2. 

24. Revitalizing „Urf in State Legal Development: The 
Case of Minangkabaunese Marriage Traditions, 

Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Volume 9, 

Nomor 2, 2024, Sinta 1 Scopus. 

25. Fiqh Reference Patterns of the Majelis Taklim in 

Central Kalimantan. El-Mashlahah, Volume 14, 

Nomor 1, 2024, Sinta 1 Scopus. 

26. Iddah Belief Demands that are not Under The 

Husband's Capability in Palangka Raya City, 

Mir'ah: Family Law and Legal Culture, Volume 1, 

Nomor 1, 2024. 

27. Voluntary Childless sebagai Pilihan Tahdid al-

Nasl untuk Mewujudkan Keluarga Berencana 

dalam Perspektif Hilah, Borneo: Journal of 

Islamic Studies, Volume 5, Nomor 1, 2024, Sinta 

4. 

28. Prosesi Pernikahan Adat Dayak Ngaju 

Kalimantan Tengah Perspektif Islam, Jurnal 

Kajian Agama Islam, Volume 8, Nomor 12, 2024, 

Sinta 6. 

29. Transformasi Pemenuhan Adat Pernikahan Suku 

Dayak Siang : Perspektif Antropologi Hukum 
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Islam,  Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 

Volume 24 Nomor 2, 2024, Sinta 4. 

30. Implementation of Marriage Contracts for the 

Deaf: A Case Study in West Kotawaringin 

Regency, Central Kalimantan, The Journal of 

Education and Religious Studies (JERS), Volume 

4, Nomor 03, 2024, Sinta 4.  

31. Challenges and Opportunities of Divorce 

Certificates in Determining the Iddah Period: A 

Case Study at the KUA of West Kotawaringin 

Regency, The Journal of Education and Religious 

Studies (JERS), Volume 5, Nomor 01, 2025, Sinta 

4. 

32. The Impact of the “Certificate of Marriage 

Readiness” Policy on the Prevention of Early 

Marriage in Kotawaringin Barat District, 

Indonesia, The Journal of Education and Religious 

Studies (JERS), Volume 5, Nomor 01, 2025, Sinta 

4. 

33. Judicial Policy and Societal Implications: 

Marriage Dispensation Rejections in Pangkalan 

Bun's Religious Court, The Journal of Education 

and Religious Studies (JERS), Volume 5, Nomor 

01, 2025, Sinta 4. 

 

Pengalaman Organisasi  

 

No Nama Organisasi Tahun 

1. Anggota PMII (Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia) 

1997 

2. Wakil Sekretaris Pengurus 

Wilayah Nahdlatul Ulama 

2017-2022 
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Kalimantan Tengah 

3. Sekretaris Bidang MUI Prov. 

Kalimantan Tengah 

2018-2023 

4. Ketua dan Litbang Pengurus 

Wilayah Dewan Masjid Indonesia 

Provinsi Kalimantan Tengah 

2018-2023 

5. Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan 

Sarjana Nahdlatul Ulama (PW 

ISNU) Provinsi Kalimantan 

Tengah 

2020-2025 

6. Ketua Perwakilan Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) Prov. Kalimantan 

Tengah 

2023-2026 

7. Sekretaris Komisi Pembinaan 

Muallaf MUI Kalteng  

2023-2028 

8. Dewan Pakar Pengurus Daerah 

Masyarakat Ekonomi Syariah 

(MES) Kota Palangka Raya 

1443-1446 

9. Ketua Biro Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Persatuan 

Guru Republik Indonesia (PGRI) 

Provinsi Kalimantan Tengah 

2024-2029 

 

Pengalaman di Kepemiluan  

 

No Nama Kegiatan Tahun 

1. Anggota TIM Seleksi Komisioner 

Bawaslu Kalimantan Tengah 

2017 

2. Anggota TIM Seleksi Komisoner 

KPU Kabupaten di Kalimantan 

Tengah 

2023 
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3. Anggota TIM Panelis Debat 

Publik Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Seruyan Kalimantan 

Tengah 

2024 

4. Anggota TIM Panelis Debat 

Publik Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Kapuas Kalimantan 

Tengah 

2024 

5. Anggota TIM Panelis Debat 

Publik Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pulang Pisau 

Kalimantan Tengah 

2024 

6. Anggota TIM Panelis Debat 

Publik Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Barito Timur 

Kalimantan Tengah 

2024 

 

Pengabdian 

1. Khatib Jumat rutin tiap bulan di masjid-masjid dan 

khatib Idul Fithri dan Adha di Kota Palangka 

Raya; 

2. Ceramah, taushiyah, motivator pada kegiatan-

kegiatan keagamaan baik rutin atau pun pada hari-

hari besar Islam; 

3. Narasumber pada kegiatan seminar dan pelatihan 

tentang keislaman; 

4. Dewan Hakim pada Kegiatan MTQ/STQ Tingkat 

Kota Palangka Raya dan Tingkat Provinsi 

Kalimantan Tengah serta pada tahun 2024 pernah 

menjadi dewan hakim nasional MTQ Korpri.   


